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PENGATURAN BAWASLU DALAM PMK (PMK 3/2024)

1) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
sebagai pemberi keterangan;

2) Salinan Permohonan dan pemberitahuan sudang pertama
disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2
(dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK;

3) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota hanya
dapat diajukan 1 (satu) kepada Mahkamah secara luring (offline)
atau daring (online) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
Pemeriksaan Persidangan. Dalam hal melampaui penilaian
diserahkan kepada Mahkamabh;

4) Dapat mengajukan saksi;

5) Dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah, Bawaslu Provinsi
dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi
oleh Bawaslu.



PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu
pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan
permohonan sebagai Pemohon)

2. Termohon
KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait
Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu
pasangan calon)



OBJEK

PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan
perolehan suara perselisihan hasil pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota yang dapat
memengaruhi penetapan calon terpilih:

e pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
* pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
* pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota



Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak Termohon menentapkan perolehan suara hasil
St | AN | Pemilihan
PERMOHONAN & 1
PERBAIKAN ' Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari
~ A Kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan offline)

atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan online)

EUNGGANG
J. Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan dicatat dalam e-BRPK

TENGGANG

WAKTU PENGAJUAN Wi Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan

JAWABAN DAN . Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1
i NN (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan



KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA (PMK 4/2024)

Kegiatan dan tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:
Pengajuan Permohonan Pemohon;

Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;

Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;

Penerbitan e-HPKP3;

Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;

Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota;

Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;

Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;

9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
10. Pemeriksaan Pendahuluan;

11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

12. Pemeriksaan Persidangan;

13. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);

14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);

15. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase l);

16. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);

17. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase Il);

18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase Il); dan

19. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase Il)."
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KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA

MINGGU SENIN SELASA RABU KAMI JUMAT SABTU
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PROSES PENYELESAIAN PERKARA PHPU
PILKADA 2024

(FASE 1)
O
Penetapan Pengajuan Pengajuan Pengajuan Pembahasan
Perolehan Permohon Perbaikan Pencatatan permohonan Permohonan Pemberitahuan Pemeriksaan
Suara an Permohonan Permohona _sebagai PT dan sidang Pertama Pendahuluan
n dalam e- Pihak Terkait Penyampaian kpd para pihak
27 Nov 27 Nov 27 Nov BRPK Ketetapan PT dan Bawaslu
Sd. Sd. Sd. 19 — 20 19-27
16 Des. 5 Des. 9 Des. 2024 19 Desember Desember 20 - 27 24-31
2024 2024 Desember 2024 2024 Desember Desember
2024 2024 2024

Penyerahan/ Penyampaian
Penyampaian Pengucapan Rapat Pemeriksaan Rdpat Pemeriksaan ﬁ X
: Putusan / - Pengucapan Permusyawaratan Jabawan &
Salinan utusa Permusyawarata Persidangan Putusan / yay Persidangan Keterangan
Putusan/Keteta Ketetapan n Hakim Lanjutan Ketetapan Hakim
pan
24 -26 13-23 3-12 30551 20— 28 5 17 31 Dzeosze;nber
24— 26 Februari Februari Februari Jannuari Januari Januari Sd.
Februari 2025 2025 2025 2025 2025 2025 16 Januari
2025 2025



1. PEMOHON.pptx
3. Pengajuan Permohonan PT.pptx
3.1. Permohonan sebagai PT.pptx
3. Pengajuan Permohonan PT.pptx
3. Pengajuan Permohonan PT.pptx
6. Sidang Pendahuluan.pptx
10. Putusan.pptx
8. Pemeriksaan Persidangan.pptx
7.1. Jawaban Termohon.pptx
7.2. PIHAK TERKAIT.pptx
RPH.pptx
3. Pengajuan Permohonan PT.pptx
3. Pengajuan Permohonan PT.pptx
1. PEMOHON.pptx
10. Putusan.pptx
10. Putusan.pptx
10. Putusan.pptx

KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA
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PROSES PENYELESAIAN PERKARA PHPU
PILKADA 2024
(FASE I1)

oO—o—O—@——

Pemberitahuan Pemeriksaan

Penetapan Pengajuan Pengajuan Pencatatan Pengajuan Pembahasan I
Perolehan Permohon Perbaikan Permohona permohonan Permohonan sidang Pertama.  po4anyan
Suara an Permohonan n dalam e- sebagai PT dan kgd pgra plhlak
BRPK Pihak Terkait Penyampaian an Bawasiu
27 Nov 27 Nov 27 Nov Ketetapan PT
sd. Sd. ZOSS-
16 Des. 18 Des. es. GL 7
2024 2024 2024 6 Januari [ £ e g-30 /=10 9-14
Januari Januari .
2025 2025 Januari
2025 2025 2025

Penyeraha_ln/ Pengucapan Pengucapan Pemeriksaan Penyampaian.
Penyampaian Putusan / Rapat Pemeriksaan Putusan / Rapat Persidangan Jabawan &
Salinan Ketetapan Permusyawarata Persidangan Ketetapan Permusyawaratan Keterangan
Putusan/Keteta n Hakim Lanjutan Hakim
pan 7-11 12-13 20-31 17-30
Maret 26 Eebruari 14-25 Februari 3-11 Januari Januari
7-13 2025 sd. Februari 2025 Februari 2025 2025
Maret 6 Maret 2025 2025
2025 2025
Pasca

Putusan



1. PEMOHON.pptx
3. Pengajuan Permohonan PT.pptx
3.1. Permohonan sebagai PT.pptx
3. Pengajuan Permohonan PT.pptx
3. Pengajuan Permohonan PT.pptx
6. Sidang Pendahuluan.pptx
10. Putusan.pptx
8. Pemeriksaan Persidangan.pptx
7.1. Jawaban Termohon.pptx
7.2. PIHAK TERKAIT.pptx
RPH.pptx
3. Pengajuan Permohonan PT.pptx
3. Pengajuan Permohonan PT.pptx
1. PEMOHON.pptx
10. Putusan.pptx
10. Putusan.pptx
10. Putusan.pptx

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov - 16 Des 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling paling lambat 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak

penetapan
Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB
Kamis, 5 Des 2024 > Jumat, 6 Des 2024 > Senin, 9 Des 2024
s.d. 24.00 WIB 08.00-24.00 WIB 08-00- 24.00 WIB

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

Senin, 16 Des 2024 > Selasa, 17 Des 2024 > Rabu, 18 Des 2024 >
s.d. 24.00 WIB 08.00-24.00 WIB 08-00- 24.00 WIB




PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

(TENGGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK PENGUMUMAN OLEH KPU) PROV./KAB/KOTA

PEMOHON

Pengumuman Hasil Pemilu
Kepala Daerah 2024
27 Nov. - 16 Des. 2024

Menunjukkan
Identitas dan
Permohonan

* Identitas diri
*  Permohonan
Pemohon
* Dokumen
lainnya

\/—

PETUGAS
PENERIMA

ADMIN REGIS

Menyerahkan NUPP

dan berkas PROSES
Permohonan dan PERBAIKAN
PERMOHONAN

dok. lainnya

* Pengambilan
NUPP
* Penerimaan ID

* Cek fisik Berkas;

* Input data;

* Mencatat dalam e-
BP3;

* Mencetak dan
memberikan AP3

\_/—

kpd Pemohon




TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

Tenggang waktu pengajuan Perbaikan permohonan i
paling lama 3 hari kerja sejak diterima/dikirimkannya |
e-AP3 kepada Pemohon/Kuasa Hukum i

Waktu Pengajuan Permohonan

Senin 16 Des. Rabu 18 Des.
2024, 2024,
k 24.00 WIB 24.00 WIB
Waktu Perbaikan Perinohonan
Senin 16 Des.\ Selasa 17 \ Rabu 18 Des.
2024, Pes—20624; > 2024,
24.00 WIB / 24.00 WIB 24.00 WIB

Waktu Perbaikan Permohohan

Waktu Perbaikan Permohonan

Rabu 18 Des. Kamis 19 \ Jumat 20 Des.
2024, \ >

/ Des—2024; 2024,
24.00 WIB 24.00 WIB 24.00 WIB




PENCATATAN PERMOHONAN DALAM e-BRPK (REGISTRASI PERKARA)

dan
PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN

Penyampaian ARPK

: . Paling lama 2 hari kerja sejak
Diterbitkan ARPK
! ' permohonan dicatat dalam e-BRPK

e-BRPK Akta Registrasi

Perkara

(ARPK)

6 Januari 2025)

Penyampaian Salinan Permohonan kepada
Termohon dan Bawasluy,
Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan
dicatat dalam e-BRPK
(19-20 Desember 2024
6 - 7 Januari 2025)

Termohon
dan
Bawaslu

14



REGISTRASI

NN I
ADMIN REGIS ‘Panitera:Menerbitkan ARPK: it ilolalel
REGISTRASI ..................................
Pemyampaian Solinan Permofonan & reamonon |
i-ikepada::Term:thn:.d:'a_'n::B_awasiu::::::::::::::J

BAWASLU




PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT, PEMBAHASAN PERMOHONAN PT (RPH)
DAN PENYAMPAIAN KETETAPAN PT

Penyampaian Salinan Ketetapan sebagai Pihak Terkait
(20 - 27 Desember 2024

7 -10 Januari 2025) Permohonan PT

diterima

A

Pengajuan Permohonan sebagai
Pihak Terkait

19 - 20 Desember 2024

6 — 7 Januari 2025

e-BRPK
PIHAK W > (6 Januari
TERKAIT J 2025)

\ 4

Pemberitahuan Ketetapan PT
Permohonan PT

tidak diterima
Catatan Penting:
1. Dokumen yang disampaikan Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait tanpa
dilampirri Keterangan Pihak Terkait;
2. Keterangan Pihak Terkait diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.




MEKANISME PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA
KEPADA PARA PIHAK DAN BAWASLU

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para
Pihak dan Bawaslu, »{

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Pemerksaaan
Pendahuluan
(20 — 27 Desember 2024
7 —10 Januari 2025)

Pemohon 1

—P[ Termohon }
e-BRPK

SIDANG
(6 Januari Jurupanggil ]— PERTAMA
2025
) -»[ Pihak Terkait

24 - 31 Desember 2024
9 - 14 Januari 2025

D[ Bawaslu J

17

Pemeriksaan Pendahuluan
Paling lama 4 hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK




MEKANISME PERSIDANGAN PHPU KADA

SIDANG SIDANG

SIDANG PANEL SIDANG PANEL SIDANG
. PANEL PLENO PLEN
(Pemeriksaan 1 . 4 (Pemeriksaan
Pendahuluan) . (Pem_enksaan (Putusan/ Persidangan (Putusan/
. . . Ketetapan) lanjutan) . Ketetapan
¢ memeriksa . = Penyampaia - = = mendengarka "
kelengkapan . n Jawaban Pembahasan (Pengucapan n keterangan Pembahasan (Pengucapan
dan keiel . Termohon, perkara dan Putusan/ saksi: perkara dan Putusan/
an Kejelasan . il o pengambilan Ketetapan
. . Keterangan pengambilan Ketetapan = mendengarka .
materi . . t putusan (Pase II/AKhir)
. Pihak PR (Pasel) n keterangan
permohonan . Terkait, dan ahli;
* mengesahan . Keterangan 20-28 Januari 2025 * memeriksa 13-23 Feb 2025
alat bukti - Bawaslu; 3-11 Februari 2025 alat bukti lain 26 Feb -6 Maret 24 _ 26 Feb 2025
Pemohon : " mengesahka 308 3}l Jan 2025 — 2025 7-11 Maret 2025
. n alat bukti 12-13 Feb 2025
. : 3-12Feb 2025
- . 14-25 Feb 2025
24(') _311])1‘:111:1:‘321' 02 2052 & = 2-17]Januari2025 - =
= 20-31Januari 2025

Pengajuan Jawaban
Termohon, Keterangan Pihak
Terkait, Keterangan Bawaslu
paling lama 1 (satu) hari kerja
sebelum sidang Pemeriksaan

Persidangan

18

31 Des 2024 -16Jan 2025
17 - 30 Januari 2025


1x. Psl 38 Alat Bukti.pptx
8. Pemeriksaan Persidangan.pptx
10. Putusan.pptx
10. Putusan.pptx
7.1. Jawaban Termohon.pptx
7.2. PIHAK TERKAIT.pptx
7.3. BAWASLU.pptx
10. Putusan.pptx
10. Putusan.pptx
4x. Psl 41 Saksi.pptx
5x. Psl 42 ahli.pptx
8. Pemeriksaan Persidangan.pptx

MEKANISME PENARIKAN KEMBALI

Sebelum
BRPK
Penarikan kembali e-BRPK

secara tertulis atau :
! ling | d 2058 » _
isan paling lama pada 2025)

sidang terakhir ) ) )
disertai dengan pengembalian

- berkas permohonan

19



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SEKIAN
TERIMA KASIH
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